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<b>ABSTRAK</b><br>

Pemerintah Indonesia pada tanggal 30 Maret 1983 telah mengel uarkan kebijaksanaan dalam bidang moneter
yaitu mengevaluasikan mata uang rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat dengan kurs 1 USDollar
Rp.970, sedangkan kurs sebelumnya - 1 USDollar Rp. 625. Kebijaksanaan tersebut dikenal dengan nama
KEMAR 30, dan merupakan tindakan Pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi bangsa Indonesia, sebagai
akibat dari resesi dunia. Kebijaksanaan Pemerintah tersebut sangat mempengaruhi dunia usaha di Indonesia,
baik mereka yang mengadakan hubungan keja dengan Proyek Pemerintah, maupun hubungan kerja dengan
pihak swasta lainnya. Para usahawan yang mengadakan bubungan kerja dengan Proyek Pemerintah, pada
umumnya mereka mengadakan perjanjian pemborongan dengan harga yang tetap fixed price. Dengan nilai
harga borongan yang tetap tersebut, kebijaksanaan Pemerintah tanggal 30 Maret 1983 sangat merugikan
para usahawan, terutama para pemborong yang dalam mel aksanakan pekerjaan tersebut harus mendatangkan
barang barang dari luarnegeri mengimport barang. Untuk memperkecil Risiko pemborong . Pemerintah telah
mengadakan peraturan penyesuaian harga, yaitu memberikan kenaikan harga borongan terhadap perjanjian
pemborongan yang sedang dalam pel aksanaan. Penyesuaian harga tersebut dengan cara cara dan rumus
rumus tertentu. Pemerintah bersedia memikul sebagian beban sebagai akibat dari Kebij aksanaan

mengeval uasikan rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, yaitu dengan memberikan eskalasi harga
borongan. Dengan demikian Pemerintah telah mengakui bahwa K ebijaksanaan Pemerintah tanggal 30 Maret
1983 bagi pemborong merupakan keadaan memaksa overmacht force majeur, sehingga pemerintah bersedia
memikul Risiko. Namun demikian para pemborong tetap diberi kelonggaran untuk menentukan sikapnya,
yaitu menerima penyesuaian harga yang diberikan oleh Pemerintah atau menolak dan memutuskan
hubungan perjanjian pemborongan dengan Proyek Pemerintah. Dalan hal pemborong memutuskan
perjanjian pemborongan, tidak dikenakan sanksi. Dari ketentuan ketentuan tersebut diatas dapat ditarik
kesimpulan bahwa Pemerintah dengan itikad baik telah berusaha untuk memikul kerugian sebagai akibat
kebijaksanaan yang telah diambil sesuai dengan batas batas kemampuan keuangan negara.
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